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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

tersusunnya Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Keuangan PTNBH. Tujuan 

penyusunan pedoman adalah untuk memberikan dasar yang sama atas 

pemahaman sebuah transaksi atau kegiatan sehingga pelaksana kegiatan dapat 

dipertanggungjawaban secara akuntabel, efektif, dan efisien. Pedoman 

Pertanggungjawaban Belanja Keuangan UNESA PTNBH disusun berdasarkan 

implementasi kegiatan pertanggungjawaban bagi pelaksana kegiatan di unit kerja 

yang telah dievaluasi secara bersama untuk mendapatkan masukan yang akan 

meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.  

Pedoman ini berisikan panduan serta kelengkapan administratif yang 

dilengkapi dengan contoh dokumen untuk memudahkan dalam memahami 

pedoman pertanggungjawaban. Harapan dari disusunnya pedoman ini adalah 

terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja keuangan di 

lingkungan UNESA yang berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, akuntabel dan tepat waktu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi 

Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6825); 

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang 

Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 

2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya 

Periode Tahun 2022-2026; 

8. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2022 Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya 

9. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 52/pmk.05/2018 

tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 

96/pmk.05/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji, 

pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, 
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prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik 

indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan 

10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 12 tahun 2022 

tentang pengelolaan dana dan kekayaan Universitas Negeri Surabaya 

11. Peraturan Rektor nomor 15 tahun 2022 tentang pedoman pengadaan 

barang/jasa perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri 

Surabaya. 

12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 35 tahun 2022 

tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023 Universitas Negeri 

Surabaya. 

13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 

1289/UN38/HL/KL/2022 tentang pedoman perpajakan perguruan tinggi 

negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya. 

14. Peraturan Rektor nomor 31 tahun 2022 tentang pengelolaan sumber 

daya manusia Universitas Negeri Surabaya. 

15. Peraturan Rektor nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman akutansi dan 

laporan keuangan Universitas Negeri Surabaya. 

B. Ketentuan Umum 

1. DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh 

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang berlaku dalam 1 

tahun anggaran. 

2. RKAT Adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan merupakan  

rencana kerja dan anggaran tahunan UNESA yang disetujui dan 

disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor. 

3. Belanja  Pegawai adalah  upah dan tunjangan yang  digunakan untuk 

membayar gaji dan tunjangan pegawai.  

4. Belanja  daya dan jasa adalah  belanja yang digunakan  untuk 

melakukan pembayaran atas perolehan sumberdaya untuk kegiatan 

operasional.  

5. Beban jasa kepakaran adalah belanja yang digunakan untuk 

pembayaran beban atas jasa seseorang atas keahliannya. 
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6. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang digunakan untuk 

pembayaran beban pemeliharaan atas asset dan peralatan. 

7. Belanja perjalanan dinas adalah belanja yang digunakan untuk 

pembayaran perjalanan dinas pegawai dan non pegawai. 

8. Belanja operasional perkantoran adalah belanja yang digunakan 

digunakan untuk membayar transaksi yang timbul dari aktivitas 

perkantoran. 

9. Belanja persediaan adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran 

beban atas barang persediaan.  

10. Belanja  bansos adalah belanja yang digunakan pembayaran  yang 

timbul atas aktivitas pengalihan barang kepada pihak lain. 

11. Belanja lainnya adalah belanja yang digunakan pembayaran beban yang 

tidak termasuk dalam sembilan kategori di atas. 

12. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan 

vokasi dan/ atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

13. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat 

Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan 

program pascasarjana multidisiplin. 

14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 

yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu 

jenis pendidikan akademik, pendidikan alokasi, dan atau Pendidikan 

profesi. 

15. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas 

di Universitas Negeri Surabaya. 

16. Pendanaan Universitas Negeri Surabaya adalah penyediaan sumber 

daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan 

Tinggi oleh Universitas Negeri Surabaya. 
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17. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan 

oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan 

pengelolaan Pendidikan Tinggi. 

18. Pemegang kuasa Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Surabaya 

adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Universitas 

Negeri Surabaya secara otonom. 

19. Pengguna Anggaran Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya 

disingkat PA Universitas Negeri Surabaya adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran di Universitas Negeri Surabaya. 

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah 

pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan dan 

melaksanakan sebagian kewenangan Pengelola Anggaran dalam 

melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan 

anggaran fakultas/unit kerja yang dilakukan dengan ikatan/perjanjian 

kerjasama dengan pihak lain dan pejabat yang bertanggungjawab atas 

pengadaan barang dan jasa di Universitas Negeri Surabaya. 

21. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 

disingkat PPSPM adalah pejabat yang bertanggung awab atas 

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.  

22. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung 

jawabkan uang pendapatan Universitas Negeri Surabaya.  

23. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Universitas 

Negeri Surabaya. 

24. Bendahara Pengeluaran Pembantu/BPP fakultas/unit kerja adalah staf 

pengelola keuangan yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
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untuk keperluan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan RKAT pada 

fakultas/unit kerja. 

25. Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya 

disingkat SBM Universitas Negeri Surabaya adalah satuan biaya berupa 

harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan 

biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran Universitas Negeri Surabaya yang ditetapkan oleh Rektor. 

26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan 

pembayaran tagihan kepada PPSPM. 

27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang 

bersumber dari DIPA dan RKAT Universitas Negeri Surabaya. 
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BAB II 

SYARAT DAN KELENGKAPAN DOKUMEN 

 

Bab ini membahas tentang syarat dan kelengkapan dokumen atas berbagai jenis belanja pegawai yang timbul akibat aktivitas yang 

dilaksanakan oleh unit-unit kerja selingkung Universitas Negeri Surabaya. 

2.1 BELANJA PEGAWAI 

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada sumberdaya manusia yang dipergunakan oleh Lembaga 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi lembaga. Terdapat 2 sumber 

keuangan atas belanja pegawai yaitu APBN dan UNESA. Di bawah ini diuraikan syarat dan kelengkapan sesuai jenis belanja dan 

sumbernya. 

2.1.1 Sumber Dana : APBN 

MAK 51 (BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN) - APBN  

A. Belanja Gaji PNS  

 

UNIVERSITAS
/FAKULTAS 

Belanja Gaji Pokok PNS (511111), Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119), Belanja Tunjangan 

Suami/Istri PNS (511121), Belanja Tunjangan Anak PNS (511122), Belanja Tunjangan Struktural PNS 

(511123), Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124), Belanja Tunjangan PPh PNS (511125), Belanja 

Tunjangan Beras PNS (511126), Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Daftar Rincian Penerima dan file ADK Gaji Induk, Kekurangan Gaji, Gaji Susulan dan Gaji Terusan dikumpulkan maksimal 
tanggal 4 setiap awal bulan 
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2.  Rekonsiliasi File ADK ke email KPPN. Persyaratan yang harus dipenuhi bahwa daftar dikumpulkan maksimal tanggal 7 
setiap awal bulan 

3.  Pembuatan SPP Gaji Induk 

4.  Pembuatan SPM Gaji Induk 

B. Belanja Uang Makan PNS (511129) 

 

UNIVERSITAS
/FAKULTAS 

Belanja Uang Makan PNS (511129) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Daftar Rincian Penerima dan file ADK Uang Makan Persyaratan yang harus dipenuhi bahwa daftar dikumpulkan maksimal 
tanggal 07 bulan berikutnya 

2.  Rekap finger print yang telah ditandatangani Pimpinan masing masing unit kerja 

3.  Pembuatan SPP uang makan 

4.  Pembuatan SPM uang makan 

C. Belanja Tunjangan Profesi dan Kehormatan Profesor PNS dan Tetap Non PNS 

 

UNIVERSITAS
/FAKULTAS 

Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS  (511153), Belanja Tunjangan Profesi Dosen Tetap Non PNS (511214), Belanja 

Tunjangan Kehormatan Profesor PNS (511154), Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Tetap Non PNS (511215) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SK Rektor 

2.  Beban Kerja Dosen yang memenuhi dan sudah disahkan oleh Dekan 
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3.  Daftar Rincian Penerima dan file Daftar Perhitungan dikumpulkan maksimal tanggal 10 setiap semester (per 6 bulan) 

4.  Pembuatan SPP Tunjangan Profesi Dosen, Dosen Tetap Non PNS, Kehormatan Profesor, Kehormatan Profesor Tetap Non 
PNS 

5.  Pembuatan SPM Tunjangan Profesi Dosen, Dosen Tetap Non PNS, Kehormatan Profesor, Kehormatan Profesor Tetap Non 
PNS 

D. Belanja Gaji Pegawai Tetap Non PNS  

 

UNIVERSITAS

/FAKULTAS 

Belanja Gaji Pegawai Tetap Non PNS (511211) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SK Rektor 

2.  Daftar Rincian Penerima dan file Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Pokok dan Uang Makan Pegawai Non PNS maksimal 
tanggal 22 setiap bulan 

E. Belanja Uang Makan Pegawai Tetap Non PNS  

 

UNIVERSITAS

/FAKULTAS 

Belanja Uang Makan Pegawai Tetap Non PNS (511212) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Rekap finger print beserta tanda tangan Pimpinan masing masing unit kerja 

2.  Daftar Rincian Penerima dan file Daftar Permintaan Pembayaran Uang Makan Pegawai Non PNS maksimal tanggal 7 bulan 
berikutnya 

*uang makan include di gaji 
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F. Belanja Gaji Pokok dan Uang Makan Pegawai Tidak Tetap Non PNS + (pegawai BPU) 

 

UNIVERSITAS
/FAKULTAS 

 

Belanja Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap Non PNS (511221), Belanja Uang Makan Pegawai Tidak Tetap 

Non PNS (511222) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SK Rektor 

2.  Fisik dan file Daftar Permintaan Gaji, Uang Makan maksimal tanggal 22 setiap bulan 

*uang makan dan tunjangan khusus include di gaji (pegawai kontrak) 

 

G. Belanja Iuran BPJS Pegawai Non PNS – Universitas 

 

UNIVERSITAS
/FAKULTAS 

 

Belanja Iuran BPJS Kesehatan (511411), Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan (511412), Belanja Iuran 

BPJS Jaminan Hari Tua (511413), Belanja Iuran BPJS Pensiun (511414) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SK Pegawai 

2.  Rincian Penghitungan Iuran BPJS 

3.  Tagihan pembayaran/Invoice 

4.  Sebelum tanggal 10 pd awal bulan 
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H. Belanja Uang Lembur (APBN) 

 

FAKULTAS 
 

Belanja Uang Lembur (512211) 

No. Syarat Kelengkapan 

1 ST 

2 Daftar penerima 

3 Fingerprint 

4 Laporan kegiatan 

5 Tanda bukti pembayaran/Legalisasi dari Bank 

6 Ebilling pph21 final 

 

2.1.2 Sumber Dana : Non APBN 

MAK 51 (BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN) – NON APBN 

A. Belanja Honorarium Output Kegiatan (Pegawai Tidak Tetap Unesa dan Bukan Pegawai Unesa) 

 

FAKULTAS 
 

Belanja Honorarium Output Kegiatan (512211) 

 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat tugas / Surat Undangan 
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2.  Laporan kegiatan 

3.  Daftar penerima (Pegawai Unesa) 

4.  SPBy dan Bukti Transfer/Pembayaran (Bukan Pegawai Unesa) 

5.  E-billing pajak dan Bukti Setor (Bukan Pegawai Unesa)  

6.  NPWP (bukan pegawai unesa) 

 

B. Belanja Honorarium Narasumber  

 

FAKULTAS 

 

Belanja Honorarium Narasumber (512213) 

 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SPBy 

2.  Surat tugas / Surat Undangan 

3.  Laporan kegiatan 

4.  Daftar penerima beserta Bukti transfer / Bukti Pembayaran 

5.  Daftar Hadir Peserta 

6.  Susunan Acara Kegiatan (Rundown) 

7.  E-billing pajak dan Bukti Setor 

8.  NPWP (bukan pegawai unesa) 
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C. Belanja Honor Operasional Unit Kerja  

 
 

Belanja Honor Operasional Unit Kerja (512111) 

 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat tugas / Surat Keputusan 

2.  Laporan kegiatan 

3.  Daftar penerima  

 

D. Belanja Pay For Position (Gaji) (SAKU) 

 

FAKULTAS 

Belanja Pay For Position (Gaji) (511311) 

 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SK Rektor 

2.  Daftar penerima 

3.  Tanda bukti pembayaran 

 

 

 

 



13 

 

E. Belanja Uang Lembur (Non APBN) 

 

FAKULTAS 
 

Belanja Uang Lembur (512311) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  ST 

2.  Daftar penerima 

3.  Fingerprint 

4.  Laporan kegiatan 

5.  Tanda bukti pembayaran 

2.2 BELANJA BARANG 

Belanja barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) 

bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Lembaga yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Di bawah ini diuraikan 

syarat dan kelengkapan sesuai jenis belanja dan sumbernya. 

MAK 52 BELANJA BARANG – BPPTNBH DAN NON APBN 
 

A. Belanja Cetak/Penggandaan/Penjilidan 

 
 

Belanja Cetak/Penggandaan/Penjilidan (521111) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP  
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2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Bukti Cetak/Penggandaan (>2 Juta) 

5.  E-Billing dan Bukti Bayar PPh 23 

6.  Surat Pernyataan Non PKP dan KTP (>2 Juta) 

  

B. Belanja Konsumsi Rapat, Belanja Konsumsi Kegiatan  

 

FAKULTAS 
 

Belanja Konsumsi Rapat, Belanja Konsumsi Kegiatan (521112, 521211) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Surat undangan 

4.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

5.  Daftar hadir (asli) cukup 1 lembar 

6.  Laporan Kegiatan/Notulen Rapat 

7.  E-Billing dan Bukti Bayar PPh 23 
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C. Belanja Penerimaan Tamu  

 

FAKULTAS 
 

Belanja Penerimaan Tamu (Souvenir, Cenderamata, Jamuan Rektorat) (521113) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran 

4.  Daftar Penerima (Souvenir, Cenderamata) / Daftar Hadir (Jamuan Rektorat) 

 

D. Belanja Pengiriman Surat/Dokumen/Barang 

 

FAKULTAS 
 

Belanja Pengiriman Surat/Dokumen/Barang (521114) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Resi Pembayaran 
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E. Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah/Berita 

 

FAKULTAS 
 

521115Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah/Berita (521115) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  LS : Surat Jalan 

F. Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan/PBB, Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan, Belanja Pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan 

 

FAKULTAS 

 

521117, 521911, 521912Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan/PBB, Belanja Pembayaran 

Pajak Kendaraan, Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

No. Syarat Kelengkapan 

 Pajak Kendaraan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Perpanjangan STNK : STNK (Copy) 
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5.  Perpanjangan STNK : Invoice Pajak (Copy) 

 PBB 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

 

G. Belanja Pakaian Dinas/Seragam 

 

FAKULTAS 
 

521118 Belanja Pakaian Dinas/Seragam 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Daftar Penerima dan tanda tangan 

5.  LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak) + Daftar penerima dan tanda tangan 

6.  LS : Surat Jalan 

7.  Faktur Pajak 

        Note : pakaian dinas mengacu pada peraturan rektor. 
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H. Belanja Barang Operasional Lainnya 

 

FAKULTAS 
 

521119Belanja Barang Operasional Lainnya 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak)  

 

I. Belanja Bahan Habis Pakai 

 

FAKULTAS 
 

521212 Belanja Bahan Habis Pakai 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak) 

5.  Faktur Pajak 
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J. Belanja Pendaftaran Lomba/Seminar/Pelatihan Mahasiswa 

 

FAKULTAS 
 

521213 Belanja Pendaftaran Lomba/Seminar/Pelatihan Mahasiswa 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Surat Tugas 

4.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

5.  Brosur Kegiatan 

6.  Laporan Hasil Kegiatan (BPI-B) 

7.  Sertifikat 

 

K. Belanja Penghargaan Mahasiswa 

 

FAKULTAS 
 

521214 Belanja Penghargaan Mahasiswa 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 
note: SPJ kerjasama Penugasan mengikuti ketentuan dari pemberi dana/kerja 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 
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3.  Surat Keputusan (SK) dan/atau Piagam Penghargaan 

4.  Daftar Penerimaan 

5.  Dokumentasi/Foto/Berita Acara 

 

L. Belanja Bantuan Beasiswa Mahasiswa 

 

FAKULTAS 
 

521215 Belanja Bantuan Beasiswa Mahasiswa 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 
note: SPJ kerjasama Penugasan mengikuti ketentuan dari pemberi dana/kerja 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Daftar Penerimaan (BPI-B) 

4.  Surat Keputusan (BPI-B) 

 

M. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 

 

FAKULTAS 

 

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 
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2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak) 

 

N. Belanja Penelitian, Belanja Pengabdian Masyarakat 

 

FAKULTAS 
 

521221, 521222 Belanja Penelitian, Belanja Pengabdian Masyarakat 

No. Syarat Kelengkapan 

 SPJ 70% 

1.  SK Penelitian 

2.  Kwitansi 

3.  SPP 

4.  Kontrak Penelitian 

5.  Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) 

 SPJ 30% 

1.  Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) 

2.  SPP  

3.  Luaran : Naskah akademik atau Blueprint atau Prototype atau Bukti submit atau Bukti accepted atau Bukti 
Publish pada Proceeding / Jurnal sesuai dengan kontrak penelitian 
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4.   SK Penelitian 

5.  Kwitansi 

6.  Kontrak Penelitian 

7.  Berita Acara Penyelesaian Penelitian 

 

O. Belanja Studi Lanjut 

 

FAKULTAS 

 

521231 Belanja Studi Lanjut 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  SK Studi lanjut dan/atau kontrak tugas belajar 

4.  Daftar Penerimaan 

5.  Surat Permohonan Bantuan (BPI-B) 

6.  Laporan Progres Studi Lanjut (BPI-B) 
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P. Belanja Pelatihan/Seminar/Workshop 

 

FAKULTAS 
 

521232 Belanja Pelatihan/Seminar/Workshop 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Surat Tugas 

4.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

5.  Bukti Pembayaran Biaya Pelatihan/Seminar/Workshop 

6.  Laporan Hasil Kegiatan (BPI-B) 

7.  Brosur Pelatihan/Seminar/Workshop 

8.  Sertifikat Pelatihan/Seminar/Workshop 

9.  e-Faktur Pajak 

 

Q. Belanja Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa 

 

FAKULTAS 
 

521241 Belanja Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa 

No. Syarat Kelengkapan 
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1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Surat tagihan asuransi 

4.  Bukti Pembayaran 

5.  Surat Keputusan Peserta Asuransi 

6.  Daftar Nama Peserta Asuransi 

7.  Perjanjian Kerjasama / Kontrak 

 

R. Belanja BPJS Ketenagakerjaan 

 

FAKULTAS 

 

521242 Belanja BPJS Ketenagakerjaan 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  Invoice dan lampiran 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 
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S. Belanja Tunjangan Hari Tua 

 

FAKULTAS 
 

521243 Belanja Tunjangan Hari Tua 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  Invoice dan lampiran 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

 

T. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk 

Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat,  Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang 

dalam proses, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang 

Persediaan Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan 

Lainnya 

 

FAKULTAS 
 

521811, 521812, 521813, 521821, 521822, 521831, 521832, 521833, 521834, 521835, 521891Belanja Barang Persediaan 

Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada 

Masyarakat,  Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam proses, Belanja 

Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 

Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 
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2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  e-Faktur Pajak 

5.  LS SPK : mekanisme resume (resume kontrak) 

 

2.3 BELANJA PERSEDIAAN DAYA JASA 

MAK 52 BELANJA BARANG PERSEDIAAN DAYA JASA 

 

A. Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk 

Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat,  Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam 

proses, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan 

Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya 

 

FAKULTAS 
 

521811, 521812, 521813, 521821, 521822, 521831, 521832, 521833, 521834, 521835, 521891Belanja Barang Persediaan 

Barang Konsumsi, Belanja Barang Persediaan Materai, Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 

kepada Masyarakat,  Belanja Barang Persediaan bahan baku, Belanja Barang Persediaan barang dalam proses, 

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Barang Persediaan 

Pemeliharaan Irigasi, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan, Belanja Barang Persediaan Lainnya 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS 
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3.  Bukti Pembayaran (opsional, LS sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  E-Faktur Pajak 

 

B. Langganan Listrik, Belanja Langganan Telepon, Belanja Langganan Air, Belanja Langganan Internet, Belanja 

Langganan Daya dan Jasa Lainnya 

 

FAKULTAS 
 

522111, 522112, 522113, 522114, 522119Belanja Langganan Listrik, Belanja Langganan Telepon, Belanja Langganan Air, 

Belanja Langganan Internet, Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS 

3.  Surat tagihan/invoice 

4.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

5.  E-Faktur Pajak 

 

C. Belanja Jasa Promosi/Publikasi 

 

FAKULTAS 

 

522121Belanja Jasa Promosi/Publikasi 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 
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2.  SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  E-Faktur Pajak 

5.  Dokumentasi/foto/artikel ilmiah 

6.  PPh23 tidak ada batasan minimal jika Jasa promosi media cetak 

 

D. Belanja Jasa Konsultan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Jasa Lainnya 

 

FAKULTAS 
 

522131, 522151, 522191Belanja Jasa Konsultan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Jasa Lainnya 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Laporan Output Pekerjaan 

5.  E-Faktur Pajak 

6.  LS SPK : mekanisme Resume (Resume kontrak) 

7.  PPh21 jika perorangan, sesaui tarif progresif 

8. P
P 
PPh23 jika badan usaha 
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E. Belanja Sewa 

 

FAKULTAS 
 

522141Belanja Sewa 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Invoice 

5.  E-Faktur Pajak 

 

F. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa), Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan, Belanja Pemeliharaan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Jaringan, Belanja Jasa Pemeliharaan Lainnya, Belanja 

Pemeliharaan Lainnya 

 

FAKULTAS 
 

523111, 523121, 523131, 523132, 523133, 523191, 523199Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa), Belanja 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Pemeliharaan Irigasi, Belanja 

Pemeliharaan Jaringan, Belanja Jasa Pemeliharaan Lainnya, Belanja Pemeliharaan Lainnya 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS 
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3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Invoice 

5.  Faktur Pajak  

6.  Laporan kemajuan 

7.  PPh23 termasuk belanja barang pemeliharaan dan jasa pemeliharaan yang dijadikan satu 

 

G. Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan, Belanja Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja 

Asuransi Kendaraan Dinas 

 

FAKULTAS 
 

523122, 523141, 523142, 523143Belanja Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan, 

Belanja Asuransi Peralatan dan Mesin, Belanja Asuransi Kendaraan Dinas 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS 

3.  Bukti Pembayaran 

4.  Surat Tagihan Premi Asuransi Aset 

5.  Copy Premi 

 

H. Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja 

Barang Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Barang Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Barang 

Pemeliharaan Lainnya 
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FAKULTAS 
 

523113, 523123, 523124, 523134, 523192  Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Barang Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Barang Pemeliharaan 

Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Barang Pemeliharaan Lainnya 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS), SPK, BAST, BAPP, dokumen kelengkapan LS 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  E-Faktur Pajak 
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2.4 BELANJA PERJALANAN DINAS 

Belanja perjalanan dinas adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mencapai target atau tujuan Lembaga yang memerlukan 

mobilitas pegawai  

MAK 52 PERJALANAN DINAS  
 

A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

 

FAKULTAS 

 

524111-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Kwitansi Perjalanan Dinas 

5.  Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

6.  Daftar Pengeluaran Riil  

7.  Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

8.  Bukti Pembayaran taxi (dari tempat kedudukan ke bandara, bandara ke tempat tujuan pp)  

9.  Tiket atau e-ticket, Invoice Penginapan/hotel 

10.  Boarding pass 
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11.  Surat Tugas dan Undangan (jika ada) 

12.  Bukti lainnya yang sah (struk pembayaran e-tol, biaya parkir bandara) 

13.  Laporan Perjalanan Dinas 

14.  Rundown Acara  

 

B. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (Luar Kota) 

 

FAKULTAS 
 

524112 -Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (Luar Kota) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Kwitansi Perjalanan Dinas 

5.  Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

6.  Daftar Pengeluaran Riil 

7.  Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

8.  Bukti Pembayaran transport lokal (dari tempat kedudukan ke bandara, bandara ke tempat tujuan pp)  

9.  Tiket atau e-ticket, Invoice Paket Meeting/Penginapan/hotel 
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10.  Boarding pass 

11.  Surat Tugas dan Undangan (jika ada) 

12.  Bukti lainnya yang sah (struk pembayaran e-tol, biaya parkir bandara) 

13.  Laporan Perjalanan Dinas 

14.  Rundown Acara 

 

C. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (dalam kota) 

 

FAKULTAS 
 

524112-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (dalam kota) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Kwitansi Perjalanan Dinas 

5.  Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

6.  Daftar Pengeluaran Riil  

7.  Surat Perjalanan Dinas (SPD)  

8.  Bukti Pembayaran transport lokal (dari tempat kedudukan ke tujuan, pp) Jika ada 
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9.  Invoice Paket Meeting/Penginapan/hotel 

10.  Surat Tugas dan Undangan (jika ada) 

11.  Bukti lainnya yang sah  

12.  Laporan Perjalanan Dinas 

13.  Rundown Acara 

D. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 

 

FAKULTAS 
 

524211-Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Perintah Bayar (SPBy) untuk UP/TUP 

2.  SPP LS (untuk permohonan LS) 

3.  Bukti Pembayaran (opsional, sesuai ketentuan Pertor Pengadaan Barang dan Jasa) 

4.  Kwitansi Perjalanan Dinas 

5.  Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

6.  Daftar Pengeluaran Riil 

7.  Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

8.  Bukti Pembayaran transport lokal (dari tempat kedudukan ke bandara, pp)  

9.  Tiket atau e-ticket  
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10.  Boarding pass 

11.  Surat Izin Rektor / Surat Tugas dan Undangan (jika ada) 

12.  Surat Izin Setneg 

13.  Bukti lainnya yang sah (struk pembayaran e-tol) 

14.  Laporan Perjalanan Dinas 

15.  Rundown Acara 
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2.5 BELANJA MODAL 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi 

MAK 53 BELANJA MODAL 

 

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BELANJA BARANG, JASA DAN BELANJA MODAL SESUAI PERATURAN 

REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PERGURUAN TINGGI 

NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
 

 
 

 

KONSTRUKSI, NON KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Struk Pembelian/Nota Pembelian/Kuitansi/Invoice/SPK/SPMK/Surat Pesanan/Surat Perjanjian 

2.  E-Faktur Pajak dari penyedia (wajib PKP) / Surat pernyataan non PKP (masa berlaku selama 6 bulan) 

3.  PPN dan PPh 22 tidak dipungut 

4.  PPh Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipungut 

5.  NPWP (fotocopy) 

6.  E-Billing dan bukti bayar pajak terutang 

7.  Surat Jalan/Nota Kirim Barang 

8.  Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran 

9.  Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 
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10.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

11.  Ringkasan Kontrak /Resume 

12.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

13.  Referensi Bank 

14. 1
2 
Jaminan uang muka 

15.  Jaminan Pemeliharaan 

16.  Bank Garansi atas pembayaran Akhir Tahun 

 

A. Belanja Perjalanan Dinas 

 

FAKULTAS 

 

Belanja Perjalanan Dinas 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Surat Tugas 

2.  SPPD (stempel instansi) 

3.  Kuitansi, rincian jaldis, rincian pengeluaran riil 

4.  Tiket/boarding, transport (at cost) 

5.  Laporan 

Note : disamakan dengan perjalanan dinas biasa (luar/dalam kota) 
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B. Belanja Appraisal 

 

FAKULTAS 
 

Belanja Appraisal 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SPK / SPMK 

2.  Ringkasan Kontrak /Resume 

3.  Kuitansi  

4.  E-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 

5.  PPh 23 dipotong 

6.  Berita Acara Pemeriksaan  

7.  Berita Acara Serah Terima   

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

9.  Referensi Bank 

10.  e-NPWP 
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C. Belanja Pengurusan IMB 

 

FAKULTAS 
 

Belanja Pengurusan IMB 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SPK / SPMK 

2.  Ringkasan Kontrak /Resume 

3.  Kuitansi  

4.  E-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 

5.  PPh 23 dipotong  

6.  Berita Acara Pemeriksaan  

7.  Berita Acara Serah Terima   

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

9.  Referensi Bank 

10.  NPWP (fotocopy) 

Note : ada di modal gedung 
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D. Belanja Pengurusan Sertifikat (PPAT) 

 

FAKULTAS 
 

Belanja Pengurusan Sertifikat (PPAT) 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SPK / SPMK 

2.  Ringkasan Kontrak /Resume 

3.  Kuitansi  

4.  PPh 21 dipotong 

5.  e-Faktur pajak (PKP) 

6.  Berita Acara Pemeriksaan  

7.  Berita Acara Serah Terima   

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

9.  Referensi Bank 

10.  e-NPWP 
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E. Belanja Pengadaan Tanah 

 

FAKULTAS 
 

Belanja Pengadaan Tanah 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Kuitansi 

2.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

3.  Berita Acara Negoisasi 

4.  Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 

5.  Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa 

6.  Surat Pernyataan Keabsahan Tanah 

7.  Surat Keterangan Riwayat Tanah 

8.  Surat Pernyataan Pelepasan Hak 

9.  Surat Keterangan Waris 

10.  FC KTP + KK Pemilik 
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F. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

 
 

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelompok 1, 532112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelompok 2, 

532113 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelompok 3, 532114 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelompok 4 

No. Syarat Kelengkapan 

 Belanja ≤ 50 juta 

1.  SPBy dan Kuitansi/Invoice 

2.  Nota/Struk Pembelian 

3.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 

4.  e-NPWP 

5.  Berita Acara Pembayaran (jika pembayaran LS) 

6.  Berita Acara Serah Terima (jika pembayaran LS) 

 Belanja 50 juta s.d. ≤ 200 Juta 

1.  SPK, SPMK 

2.  Kuitansi/Invoice 

3.  Faktur Barang/Lampiran Barang 

4.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 

5.  Surat Jalan/Nota Kirim Barang 

6.  Berita Acara Pemeriksaan Barang 
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7.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

9.  Ringkasan Kontrak/Resume 

10.  e-NPWP 

11.  Referensi bank 

12. H HPS 

13. S Surat Penawaran 

 Pengadaan dengan Nilai 200 juta s.d 500 juta 

1.  SP / SPK / SPMK  

2.  Kuitansi/Invoice 

3.  Faktur Barang/Lampiran Barang 

4.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 

5.  Surat Jalan/Nota Kirim Barang 

6.  Berita Acara Pemeriksaan Barang 

7.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

9.  Ringkasan Kontrak/Resume 

10.  e-NPWP  
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11.  Referensi bank 

12. H HPS 

13. S Surat Penawaran 

 

G. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Permanen 

 

 
 

GEDUNG DAN BANGUNAN PERMANEN 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Kuitansi, invoice (jika ada), SPK, SPMK, Surat Pesanan/Surat Perjanjian 

2.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)  

3.  PPh Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipotong 

4.  e-NPWP 

5.  Surat Jalan 

6.   Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran 

7.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

8.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

9.  Ringkasan Kontrak /Resume 

10.  Referensi Bank 

11.  Bank Garansi (jaminan uang muka/jaminan pemeliharaan/atas pembayaran Akhir Tahun) 
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12.  Surat Kuasa Pencairan Bank Garansi (jika ada bank garansi) 

13.  HPS  

14.  Surat Penawaran 

 

 

H. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 

 
 

 

Belanja Modal Jalan Dan Jembatan 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Kuitansi, invoice (jika ada), SPK, SPMK, Surat Pesanan/Surat Perjanjian 

2.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)  

3.  PPh Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipungut 

4.  e-NPWP 

5.  Surat Jalan 

6.   Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran 

7.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

8.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

9.  Ringkasan Kontrak /Resume 

10.  Referensi Bank 
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11.  Bank Garansi atas pembayaran Akhir Tahun 

12.  HPS  

13.  Surat Penawaran 

 

I. Belanja Modal Irigasi 

 

 
 

Belanja Modal Irigasi 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Kuitansi, invoice (jika ada), SPK, SPMK, Surat Pesanan/Surat Perjanjian 

2.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)  

3.  PPh Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipungut 

4.  e-NPWP 

5.  Surat Jalan 

6.   Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran 

7.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

8.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

9.  Ringkasan Kontrak /Resume 

10.  Referensi Bank 

11.  Bank Garansi atas pembayaran Akhir Tahun 
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12.  HPS  

13.  Surat Penawaran 

 

J. Belanja Modal Jaringan 

 

 
 

Belanja Modal Jaringan 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  Kuitansi, invoice (jika ada), SPK, SPMK, Surat Pesanan/Surat Perjanjian 

2.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP)  

3.  PPh Pasal 23 atau Pasal 4 Ayat 2 dipungut 

4.  e-NPWP  

5.  Surat Jalan 

6.   Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan & Lampiran 

7.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

8.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

9.  Ringkasan Kontrak /Resume 

10.  Referensi Bank 

11.  Bank Garansi atas pembayaran Akhir Tahun 

12.  HPS  
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13.  Surat Penawaran 

 

 

K. Belanja Buku Pustaka 

 
 

 

BELANJA BUKU PUSTAKA 

No. Syarat Kelengkapan 

 Belanja ≤ 50 juta 

1.  SPBy dan Kuitansi/Invoice 

2.  Nota/Struk Pembelian 

3.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) (jika ada) 

4.  e-NPWP (fotocopy) 

5.  Berita Acara Pembayaran 

6.  Berita Acara Serah Terima 

 Belanja 50 juta s.d. ≤ 200 Juta 

1.  SPK / SPMK  

2.  Kuitansi/Invoice 

3.  Faktur Barang/Lampiran Barang 

4.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 
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5.  Surat Jalan/Nota Kirim Barang 

6.  Berita Acara Pemeriksaan Barang 

7.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

9.  Ringkasan Kontrak/Resume 

10.  e-NPWP  

11.  Referensi bank 

12. H HPS 

13. S Surat Penawaran 

 Pengadaan dengan Nilai 200 juta s.d 500 juta 

1.  SPK / SPMK  

2.  Kuitansi/Invoice 

3.  Faktur Barang/Lampiran Barang 

4.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 

5.  Surat Jalan/Nota Kirim Barang 

6.  Berita Acara Pemeriksaan Barang 

7.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 
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9.  Ringkasan Kontrak/Resume 

10.  e-NPWP  

11.  Referensi bank 

12. H HPS 

13. S Surat Penawaran 

 

L. Belanja Hak Cipta, Royalti dan Paten 

 

 
 

536113 Belanja Hak Cipta, 536114 Belanja Royalti, 536115 Belanja Paten 

No. Syarat Kelengkapan Hak Cipta, Royalti dan Paten 

1.  SPBy 

2.  Kuitansi/Invoice 

 

M. Belanja Software 

 

 
 

Belanja Software 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SPK / SPMK  

2.  Kuitansi/Invoice 

3.  Faktur Barang/Lampiran Barang 



52 

 

4.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 

5.  Surat Jalan/Nota Kirim Barang 

6.  Berita Acara Pemeriksaan Barang 

7.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

9.  Ringkasan Kontrak/Resume 

10.  e-NPWP  

11.  Referensi bank 

12. H HPS 

13. S Surat Penawaran 

 

N. Belanja Lisensi 

 

 
 

Belanja Lisensi 

No. Syarat Kelengkapan 

1.  SPK / SPMK  

2.  Kuitansi/Invoice 

3.  Faktur Barang/Lampiran Barang 

4.  e-Faktur Pajak dari penyedia (PKP) 
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5.  Surat Jalan/Nota Kirim Barang 

6.  Berita Acara Pemeriksaan Barang 

7.  Berita Acara Serah Terima (BAST)  

8.  Berita Acara Persetujuan Pembayaran 

9.  Ringkasan Kontrak/Resume 

10.  e-NPWP  

11.  Referensi bank 

12. H HPS 

13. S Surat Penawaran 

 



54 

 

BAB III 

LAMPIRAN 

 

1. Struk Pembelian/Nota Pembelian/Kuitansi/Invoice/SPK/SPMK/Surat Pesanan/Surat 

Perjanjian 
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2. E-Faktur Pajak dari penyedia (wajib PKP) / Surat pernyataan non PKP (masa berlaku 

selama 6 bulan) 
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3. NPWP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Surat Jalan  
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5. Berita Acara Pemeriksaan 
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6. Berita Acara Serah Terima 
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7. Ringkasan Kontrak /Resume 
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8. Berita Acara Persetujuan Pembayaran 
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9. Referensi Bank 
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10. PPN dan PPh 22 tidak dipungut 
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11. Surat Pesanan 
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12. SPK 
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13. SPBY 
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14. Surat Tugas 
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15. SPPD 
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16. Kuitansi 

 

17. Kuitansi Perjalanan Dinas 
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18. Bukti Cetak/Penggandaan (>2 Juta) (Nota) 

 

19. Rincian Biaya Perjalanan Dinas 
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20. Daftar Pengeluaran Riil 
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21. Invoice 
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22. E-Billing dan Bukti Bayar PPh 23 
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23. Surat Pernyataan Non PKP dan KTP (>2 Juta) 
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24. SPP 
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25. Lampiran SPP Nama Penerima 
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26. SPM 
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27. Lampiran SPM  Nama Penerima 
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28. Tagihan BPJS 
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29. SSP PPh 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPh21 
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30. Faktur Pajak 
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31. SK Rektor 
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32. Rekap Absen Finger 
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33. Daftar Hadir 
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34. Daftar Penerima 
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35. Laporan Kegiatan 
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36. Surat Undangan 

 

 

 

 

 



91 

 

37. SPP LS 
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38. Rundown 
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39. Resi Pembayaran Pengiriman 

 

 

40. Bukti Pembayaran Bank 
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41. SPTJM 
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42. Boarding Pass 
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43. Invoice Penginapan 
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44. Berita Acara Pembayaran 
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45. Berita Acara Penawaran 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 



100 
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46. HPS 

 

 

 

 



102 

 

47. Faktur Barang 
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46. Bank Garansi 
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105 

 

47. Surat Kuasa Pencairan Bank Garansi 
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48. Beban Kerja Dosen 
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49. Copy STNK 

 

 

 

50. Sertifikat 
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51. Brosur 
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52. Kontrak Penelitian 

 

 

 



111 
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53. Daftar Nama Peserta Asuransi 
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54. Laporan Hasil Penelitian 
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55. Laporan Kemajuan Pekerjaan 
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56. Bukti Pembayaran Transport 
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57. Surat Izin Kementerian Sekretariat Negara 
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58. Jaminan Pemeliharaan 
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59. Jaminan Uang Muka 
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60. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 
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61. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa 
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62. Surat Pernyataan Keabsahan Tanah 
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63. Surat Keterangan Riwayat Tanah 
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64. Surat Pernyataan Pelepasan Hak 
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65. Surat Keterangan Waris 
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